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PENGERTTIAN .

goepomo, dalam buku beliau yang berjudul t pab=-pab

. tentang prukum Adatn menulls, " Mewarlqin, menurut ange

igapan tradlsional orang Jawa bermaksud mengoperkan har

ta keluarga kep:da turunan, yaitu terutama kepada snak

~ ansk 1elak1—dan anak-anak perempuany &))“

fnari pengertian diatas nampaklah bahwa proses meneruskan

dan mengoperkan barang-barang herta keluarga kepada anak

ianak, kepada keturunan keluarga itu , telah mulel selagi

- orang tua masih hldup“ pemikian pula dapat dilihat tidol

~ada perbedaan anak 1&ki-1qk1 dan anak perempuan dalam hat

. menerima barang-barang harta warisan dari orang tuenysl

Mengenal Jumlah_baglan yang diterima oleh anak laki~lalki

dan ensk perempuan masih menunjukan untﬁﬁ beberapa daersah

‘meMakai sistem n sépikulmsegendongan " 1 + 1/2 ) s 8da

beberapa daerah yang telah memakagl smstem n gigar semongk

ko n ( 1.1 }._
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netapi dapat dlkatakan hale mewaris antara anak laki-laki

dengan ansk perempuan tetap diakuil,

;Dengan demikian Hﬁkﬁh waris pdat Jawa Téhgah menun jukkan

isendiuaendi maupun prlnsip-prlnsip yang timbul dari ali-

;ran—aliran pjklran komunal dan konkrit dari bangse Tndo-

‘nesial,

— ey e crae e - T T

lil)j. goepomo, pab~pab gukum pdat , penerbit p.ts pradnya

paramita, Jjekarta, 1989, glh 79
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2is DﬁSAR PERSAMAAN HAK-

o menurut jukum pdat tradisional di yawa mengah, maka -
pqda dagarnys semue anak s+ balk anak laklulaki maupun anek
anak perempuszn mempunyal hak sama atas harta peninggalan O=
rang tuanya, yak sama ( geligk gerechttgd) yang mengandung
hak! ‘untuk diperlakukan gama ( gelljk befegend) oelh orang
tuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta bends
kelgargaw.j.») R | '

Dapét dikatalean bahwé gemua anak dengan tidak memandang la=-
ki-~laki maupun perempuan; apakahzlahir lebinh aahulu atan be-
1akéngan, juga tampa.melihat agaﬁanya, memﬁunyai hak sams
atas hart, peninggalan bépak dan ibunyal,

Dasér persamasn hak antara anak 1aki-1aki aan'anak perempuan
yang ada pada hukum adat Jawa Tengah ini rupanya menjadi in-
spmra31 dalem pembentukan hukumn waris nas:t.onal§ Prinsip ini
mcmqng sangat qeoual dengan perkembanpan hukum pada masa
kini dan juga unﬁuk masa yang akan datang’-Hukum Nasional
yang akan dlbentuk demlklan moderenisasi kehidupan vang kini
sedang berjalan di negara kita, sedapaﬁ mungkin. segera meng-
dapat menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang btersiral
didalam hukum% globalisasgi menuntut hulkum indqnesia harus:
hukum yang modern, hukum yang sederajat dengan negara=negary
maau didunialy

Masyarakat hukum parental Jawa mTengah ini nampaknya dapat
ditingkatkan ketingkat nasional , sebagai contoh dan juge
bahan untuk membentuk puloum warls Na31ona1 yang sampai se--

karang ini belum teﬁwuaud.

s 14 v s et et R S T )

[ T T o b P Wk

l-g)éscepomO, i b i d ‘,;halt.aoﬁi

L



; ) w73 -

3« SUBYEK HUKUM WARIS ADAT JAW-TENGAH.

ah apnok laki-lakil
gepenti telah dikemukakan diatas pada prinsip
nya menurut hukum waris édat Jawa=pengah, tlap-
tiap anak-mendéﬁat bagiag yvang iayak berdasar
atas prinsip hak sama dari tiap-tiap ahli warish
pemikian jugalsh terhadap smak laki-lakil
Hanya kedudukan anék laki~lakl yang tertua dan te
lah dewasa, setelsh orang tuanya ( aysh) meninggal
dunia, maka anék tersebuﬁ mengambil alih kedudukan
- hukum almarhumvbapaknya, mengurus rumah tangganya.
apabila adik-adiknya laki-laki mupun perempuan bol
lum dewasa, mehgurus ibu ( janda ), sertia menjage
serta mengatur peruntukah serta kegunesan harta pe-
ninggalan orang tuanya khususnya;uhtuk pembaegyaan
kelangsungan hidup keluafga tersebﬁtﬁ segudsh adik
adiknya reﬁaja dan hendak menikah,'anakjlaki—laki
tertua inilah yang bertugas mengawinkannysi gesudah
saatnya berbagi waris, maka dia juga yaﬁg mengatur d
pgmbagian warisan gedemikian rupa, agar layak dan se
. dapat mungkin‘senantiasa berpegang kepada kepatutan
dan kepantagan untuk bagian masing—masiﬂg% '
palem bukunya pjojo-pirto,Jawe-pengah, halaman 378,
dikatakan, bahwa seorang amak tidak boleh kehilangan
hak waris dalam arti, bahwa ia tidak diﬁeri bagian
dari harta benda orang tuanya, yang pantas untuk
dijadikon dasar materiil guna membentuk harta ke~

lU-_QPE;_&, b!‘fﬁ'm@i‘) :.'-..,_... e e e e —

. ﬁgj soepomo,'ibid, hal, 88,



Pe Ahsk perempuar
Anak perempuan menurut hukum waris adat Jawa—Tengah

adalah ahli wcu‘is, sama dengan anak 1al«c::.---fl.a]:c:’t.F
Miehkamash gzung dalam keputusannya tertanggal m wopember

JPO], Wole™ 1T /st v/inl berbunylo

t

" Anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal

1
|

\
| rempuan nf
I

warisan, bersama berhak stas harta wariSan dalam arti

bashwa bagian anak laki-laki adalah sama;dengan amek pe=

Uemikian juga dalam geputusan mahkoamah Agung tertanggal-
23 oktober 1961, yof 169K/sxp/1961, berbunyi.

m wahkamah pxgung, menganggap sebagai hukum yang hidup dise-
' luruh yndonesia, jadi juga ditanah Karo k Batak y bahwa

; analt perempuan dan anak laki-lski dari sporang penlnggal
warisan bersama-sama berhak atas harta warlsan dalam srti

bahws bgian anak laki—laki adaleh sama’ dengan eanak perem-

puan ni;

Qari kedusa keputusan Mahkamah ﬁgung tersebﬁt dia&as, maka
ﬁa@pak tidak adanya perbedsan antara anak laki-leki dan a-
éak perempuan baik sebagai ahli weris maupun mengenai ba-
éian jumlah warisan yang diterima masing-masing's

&ampaknya kedua putusan mahkamah agung tepsebut %erorientasi
Eepada magyerakat adat yang bersistenm pgréntal/ b#lateral
%eperti di Jawa»Tengah; yang menurutb hukﬁﬁ wari%ﬁadat Jawa~
rengah, tidak ada perbedaan hak antara anak Laki-laki dan
énak perempuan gebagal ahli warish -

manya mengenal jumlah bagiesn yang dlterima antara anak
iaki—lakl dengan snsk perempuan untuk beberapa Qaerah ada
yang menggunakan sistem » sepikul - segendongan ( 2:1 )

ada yang memakai sistem slgar-semongko" ( 1. 1 )“
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cle pnak puar gawin,

BRI

penurut pukvom waris adat Jawa-penpah sgorang anak yang
lqhir diluar perkaswinan, hanya menjadi warié*terﬂadap hapr~
ta peninggalan Thunya maupun waris terhadap hart% peninggal
aﬂ keluarga Tbunys. f |
papat dikatakan untuk anak yang dilahlrkan diluaq perkawi-
nén terhadap anak ini hukum adat waris-diSeiuruhézndonesia
ada kesamaan, yaitu hanya shli waris dari Ibunyay dan kelus -
gg Thunya. R
Anak anglkat .

Anak anpkat dl Jowa~pengah sangat bebeda dengan kedud!
kan anak angkat pada masyarakat adak yang bersisﬁem pabrie
11nea1 seperti di pali miselnydl |
Dl Jawa pengah pengangkatan anak tidak memutuskan pertaliap
koluarga ant:ra anak yang diangkat dan orang tuanya gsendi-
ri. anak angkst masuk kedalanm kehidupan rumeh tanggs orang

tua yang menganbilnya sebagai anak angkat sebagail anggota

rﬁmah tahgganya { gézinslid) akan tetapi ia tidak berkedu~
d&kan gebagal anak kandung dengan fungsil untuk meneruskan
tﬁrunan bapk angkatnya,. | | ;

péda umumnya di gawa pengah anak angkat diambilidari kélang
an keluarganya sendiri seperti keponakan sendiriﬁ _

yntuk jawa~ Tengoh delam hal anak yang dijadikanianak_angkat
t%dak dibedakan antara anak laki-lali maupun perqmpuan&
ménurut Hukum ydrksypdds jawa-rengsh, anak angkaq hanysa
méwaris barang gono=-gini dan harte pencaharian oﬁang tua
angkatnya dan anak angkat tidak mewaris: harta as%l orang

tua angkatnyas getentuan ini telah berlaku_sejakidahulu,

béik pada zaman penjajahen maupun sesudsh kemerd%kaanﬂ
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sebelum kemerdekaan . i
Landraad purworejo tanggal 25 Agus?us 193+ ( T.148
halaman 299) menetapkan, bahwa barang pencaharian‘dan bar ng

gono=gini jatuh kepada Janda ‘dan anak angk%t, sed$ng barang

asal kembali kepada saudara-qaudara penunggal harﬁa, Jlkalau
Yang meninggal itu tidak mempunyal anak ( kandung )P

Daﬂi keputusan 1,andraaed diatas kedudukan anak angkat sema de-
ngan janda, y.itu hak mewaris hanya terhadap barajg gono-
glnl saja tidak terhadap barang asal’, walaupun deqlklan terh:
dap harta asal orang tua angkatnya , anak angkat dapat ikut
meﬁlkmati harta asal sebagal anggota keluarga oraqg tua'angn
katnya‘ bahkan kalau barang gono-gini tidak mencukupl anak

anékat dapat menta bagian dari barang asal |orang tua angkatm
‘I |
'i

ny$ . ‘
Iai ini dikemukakan oleh Prof. Bertllng dalam karangannya
|

va?g berjudul n fechten noperns g331nsverm¢gen naar de op

JaTa geldende adat ndi ¢l 1%5g, halb 729 sebagai berikut;

n Bahwa anak angkat adslah bukan waris terhadap barang asal
orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keunbungan se-

bagai anggota rumah tangga ( g351nsgenoot) juga [setelah

orang tua angkatnya meninggeal dunlan.| ;
Dem1klan pula pada halaman 732 pada bukﬁ yang gama Bertllng
menqmbahkan, bahwa jikalau barang. gono—gini tidak mencuku-
pi, anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang

tu? angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung fo

i i

Juga hak mewaris anak angkat: terhadap harta pennnvgaiqn;o~

riﬁg bua kunduawny% tetap bergalan sebapaimana mesmlnya,‘

I

karena menurut hukum waris adat Jawa menga§, pengamgkatan

anﬁk tnqu memutuskan hubungan hukum antarﬁ anak 1tu dengan



orang tua kendungnyas ni yeng dikatan oleh Djojo}mirto;

i v pnak angkat memerima pir dari dua sumber

H

seﬂudah kemerdekaan.

}airﬂ 1..:" ’

Mengenal kedudukan hak mewarls anak angkat sesudah kemer-

dekaan, terlihat dalam Keputusan Mahkamah Agung
18 Maret 1959 ,Reg.NCW 37K/SIP/1959 sebagai beri
n‘Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa-Tengah

"kat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gi

tertanggal

#ut.

,anak ang=-

i dari

- orang tua angkatnysa, jad1 terhadnp bqrang pusaka {( asal)

janak angltat tidal berhak mewarislnya e
i

Jugg deutuskdn oleh Mahkamah Agung anak angkat menutup

hak mewaris dari saudara-ssudars orang, tusa angkatnya‘ Hal

ini terlihat dalam geputusan mahkemah pgung tert
2% Juli 197%,regeN0" 102K/51P/1972 mengatekan,

angral e

hrMenurut pukum pdat yang berlaku , seoréng anak angkat

berhal mewarisi harts gono~g1ni orang tua angkatnya ge-

demilcian rupa, sehingga ia menutup halk waris para saudarsa

I .
rang tua angkatnyan

Terhadap hzrta pusaka ( harta asal } anak. angkat
berhak untuk mewarisg, terlihat Qalmm keputusan M
Egung tertanggal 24 pmei 1958 Reé.nou BZK/SIf/ 19
bagai berilkut. I

t

w anak kukut ( ansk angkat ) tidak berhak mewas

barang pusaka, bargng-barané itu kemball kep

keturunan darannt,

tidak
ahkamah

b7 ge=

rigl barang-

nda waris:




&' gnak;Tiri?
‘ Anak tiri adalah ansk yang dibawa oleh Ibu atau
quak kqndungnvq kedalsm p@rkawinﬂn. oleh karena itu anak
plrl termasuk anggota rumah tan%ga dalam‘keluarga terse=
Butﬁ Hempir sama diseluruh Ihdoﬁesia mgngepai kidudukgn
Eukum dari anak tiri ini, yqitu!ia hunya.éhli waris tep-
dap ayah kandungnya atau Ibu kandunpnya’ Terhadap ayah
tirlnya ia bukan ahli waris demlklan Juga terhadap ibu

tirinya ia bukan ahli waris'.

e HAK Warih!mereka selain daribada anék%
| palam hal ini apabila pewabis meninggal tanpa anak

juga tidak ada angk angkat maupun jénda, maké:warisén pulang,
kembali setlngkat dalam silsilah almarhum ; Dalam hal orang

menlnggal tanpa keturunan, maks warisan Jatuh keatas untuk

orang tua yang meninggal itu, kalau tldak ada untuklsaudara—
|

udsra laki-laki maupun perempuan jang ada v

@ Penggantian yaris ( plaatsvervulliné)%

~ lembaga pengganﬁian waris-ihi mengandung mgkna,-banw

251l hérta benda'ﬁeluarga itu dari sejak pertama dan gemula di-
sediskan sebagal dasar materiil kehidupan keluarga &an turu-
annyw
™l berartm, bahwa bilg seorang anak meninggal 1eb1h dghulu deo
ri orang buenya ( pewaris) maka anak keturunan dari anak yeng

[

meningzal lebih dahulu itu, menggentiken hak mewaris deri

almarhum bapaknyals ;

Dgpdt dikatakan, lembaga penggantian‘wariséini terdépat pada
hukum adat diseluruh tndonesia, baik pada masyaraka& hukum

yang bersistem patrilineal, parental, maupun matril:rnealh



he Kedudukan JANDAW

gebelum kemerdeksan janda bukanlah ahli warisikarena
jahda dianggop orang luar yang tidak ada hubungan garah de-

npln keluarga suamil, I

cpertl apa yang; telah diputus oleh ygamar ke 1171 Haad van
gustisi Jnksrba dshulu , memutuskan.,

r peahwa janda tidsk dapat dianggap sebagai waris aﬁmarhum s
aminya , akan tetapi:ia berhak mencrima penghasiﬁan dari
harta peninggalan sisuami, jika ternyata bahwa h%rta g0no-

! pini tidak mencukupi . Janda berhak untuk terus ﬁidup se=

dapﬁt~dapatnya gepertl keadasnnya pada waktu per#awinann%

nari pubusan diatss, jelas janda buksn ohli waris,%hanya gnin

dla hanya punya hak menikmati harta penlnggalan almurhum aun

mlnya untuk menjaga jangan sampai terlantar hidupnYa

pengan demikian hak jenda dapat memperitahankan harta pening-

galan almarhum suaminya untuk hidupnya selama ia m?naanda

atau gsampai ia kawin lagl atau meninggal dunial ;
| agesudsh kemerdekaan, ada perobahan besar terhadap ke=

dudukan janda inii rerutama arshan-arahan maupun keputusan-

keﬁutusan maghkamah Agungll

misalnya;,
Keputuﬂan Mahkamah agung tertanggal 25 rebruari 19$9 sREE NO

)87K/SIP/1948 mengatakan., | i
n menurut jukum padat yang berlaku di Jawa-T¢ngah,
gseorang janda mendppat separoh deri harta\gono-gini "
geputusan Mahkamah pgung tertanggal 20 Aprll 1960,ﬁegﬁnoi
1log/s1p/ 1960 sebagal berikut |
" ; n pmenurut nukum pdat, seorang janda adalah juga manjadi

ahli wonde slmarhum guaminys ey



Lo
ﬂ; 1oﬂm | | |
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Keputusan yahkameh abuaq t“r engpel 26 oktobsr 1960 Regﬁwo'
" 30TK/s1p/ 1960 sebagai berikut- 5 i i ‘
w Janda perempuan selalu’ morupakah ahll warlis

_terhadap barang asal dari suamlea dalam arti
bahwa sekur?ng—kurangnya barangzasal itu tetap
pada janda untuk keperluan hldanya sampal ie
menlnpgal dunla atau kawin lagln
perdasarkan keputusan«keputuSqn Mahkﬂmﬂhzﬁgung tefsebut
jelaslah sesudah kemerdekaan di Jawa Tenpah janda adalah
ahli waris untuk harta/ barang gono-ynnm, sedangkén untuk
harta asel ( gawan ) suamlnya almarhum, Janda hanya bepe
berhak untuk mcnikmatlnya. i ?
gaslil pemelitian yang dllakukan oleh Pengadllannpqngadllan
dilingkungan pengadllan Tlani J&Wf mengah menunjukkan hal~

hal sebagal berikut. | :

| \ |
penelitian pengadlldn Negeri purworejo di Kecamatan T,0ano

pada tatwn 1981 menunaukkan hal-hgl sebagal berlkuto

r dalam hall seorans meninggal dunma dengan menlnggalkan
-
seorang janda dan anakuanak, caranye orang dlsﬂnl membagt

warisan sebagal ber1kut~ .

- untuk harta bersama ( gono-g1n1) Janda mendapat 1/3 dan
yang 2/3% untuk qnakwanak.

- gntuk harta gawan, gandq mendapat 1/8 dan sisanya untuk
anak-anak '

- galau anake-anak itu'béluh dewasaQ semua harta péninggalan

dikuagai janda itu sebagai wallnya' I
| ? '

' pengan demikian jelaslah baik berdasarkdn keputusan-kepu-

- tusan mahkamah aAgung maupun hasil ponelltldn menungukkan jan

 da adalah shli warls dan mempunyal halt untuk menerlma warisan,

|



>

- 1‘;1'““'
4% opYEK Hukum waris pdat J&W&T@ngghhw

obyek hulum waris 1alnh harta peninggalan sipewarls
yang menjadl sasaran pclqksaann hulkum waris beﬁerta sega
la permasalahun yang berkaitan dengan harta peninggalgn ter
sebuls pgarta peninggalah terdiri dari semus piutang daﬁ ta=
guhgn serta hak-hak yaﬁg dipunyai sipewaris pad% gaat in
meninggal duniai. 'l % | | o ‘
palam gimposium Hukuﬁ w%ris pada tqhun 198% teiqﬁ dicapail
kesepakatan, bahwa pada hakekatnya yang beralih Qarl tangan
sipewaris kepada ahli Warls adalah barang-barang peningga«
lan dalam keadaan bersmh dalam arti huhngg- hutang telah a4t
bdyar dan hibah wasiat telah dlsampalkan kepada yang berhal ..
Kesepakatan lainnya yang diperoleh dalam simposium tergebut
mengenai hal-hal yang berhubunganldengan obyek hukum waris

ialah-,--

Y. ab Tujﬁan utaﬁa pewarisan 1ainpya.adalah§untuk mem--
buat para ﬁenerima wafisan i ghli warﬁs) hi-
dup dengan sejahtera! : _

bl pungsi harta warisan ialah sebagal bekal/ modial
dagsar vagl pembln&an kehidupan para ah11 warisg=
Menurut mukumnydet Jawa Tengah, harta Wnrlsan terdirl dari.
g parang asal / barang gawan, yang terdiri lagi atas
1. parang pusaka, yaitu barang-barang yang diwaris:
secars turun temurun éari 1éluhurnya%¢ontohnya
antara 1ain; Keris, mombak, ﬁitab-kitab, dan lain

lain,
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|
él Barang bawgen / gawan, yaltu Barang yang di%bwa oleh

masing-masing plhak yaitu suamm dan istri sebelum per
i !
- kawinsn berlangsung. i }

e Barang ‘hadish yong dlperoleh sccara pribadl selama
l= perkawznan berlangsung, mlsalnya tanah atau gawah
yang diperoleh oleh m351ng~masing plhak sua+1 atau
istri sebagai warlsan. Hadlah berupa kalung, cincin

atau baranp—barang.lﬁlnnya yang dldapat dari hadish

perkawinan atau bekal perkawinan” f %
be parang gono-gini', l : i
. - i |

parang-barang' ateu harta kekayagn ini dihasilkan

; ! A \

oleh suami istri secara kérjasama gotong royang, gering
. . . | H

juga dinamakan harta‘atau barangwbarang=pencah+rian bepe

\

samaly garta ini 4i Jawa mengah morupakaﬂ hek bersama dari

\
3 |

suami-istri tersebut‘ :

‘pidalam yndang-yndang No.l Tahun 1974 tentang perkawinan,
dikenal azes asal kembali ke Asal’ | x |

Dmdalam praktek, oleh karena ;anda/dudaladalah ahli War 4, maka
didalam pembagian harta warls persoalan barang agal jarang mar=-
cul. Rparu muncul bllamana ternyata kelak setelah meninggalnya
suami atau istri , duda atau jqndanya kawmn lagi sedang ia tie~
dak mempunyail keturunan dengan mendiang suami atau istrnnyw
pemikian juge halnya dengan harta / barang gono-gini"gidalam
praktek masalah barang gono-ginl témbul bilamana‘terjadi per=
ceraianl pidalam hal terjadi perceraian, maka pembagian harta.
dlplsahkan antara gono~gini dan barang asal/gawan“ sehlnggw

yang dlbagi adalah barang gonpngini, sedang baraﬂg asal ket~
bali keasalr '

I
'i
|
|
|
|



HIB&H" | |
nJo-Tlrto , tentang Jawa-Tengph menulls pada halaman

367mengatakan- Bahwa di Jawa Tengah sering terjeadi
hadlah kepada bukan waris, hadlah yang tidak dlganggu,

kecuali jikalau oleh kwrena hadiah itupara warlb kehi-

langan warisannya( feittellak onterfd) ' Tni berartl
bahwa seseorang tidak: dlperbolehkqn menghadlahkan se=-
bagian besar dari harta bendanya*kepada seorang‘bukan Wae
rig f,Ta dapat memberikepada seorgng bukah‘warlsﬁbarang yonur,
tidak seberapa artinya melihat jumlah harta benﬁanya selurn
hnyas. |
palam praktek yang berlaku di Jawq mengah, hlbﬂh tidak
poleh lebih darlpada 1/3 dari jumldh hurta peningpalant
Juga dalam menghlbahkan hartanya pewaris tidak perlu min-

ta persetujuan dari para ehli waris, karena harta pewari:

merupakan wewenang penuh ada padanya.
ygibah ini adalah pemberlan kepada seseorang yang bukan

ghli waris yang, dilakSQnakan pada waktu pewris masih hidup
- dan biasanya dlberlkan kepada seseorang yang cukup berjasa

;terhadap dirinya, merawat sewakpu pewaris dalam keadasan
|

.saklt, banyak menolong pewaris, dan dapat juga hibah di-

1

berikan kepada anak tirl, anak piara, anak pancinganﬂ

- pembaga hibah ini memang fungsinya amat penting dalam

; hukum adat waris, salah satu dlantarnnya adalah dapat
dipakal untuk menerobos kekakuan dari hukum adﬁt itu

. sendlrl.
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a’, Hibah-wa51at. ‘ i

wa 11L atau seqlng pula di»ebut hibah wagiat, ada-
- lah perikatan sem@qa hidup yang mvmberlkan hak milik
? keppda penerlma waélat atas sebaglan harta kekayaan
: v

5 pember: waqlat sesddah pemillk tersebut menlqggal du~

nia mhkslmnl 1/3 baglan dari hartaﬁkekayaan sipemberi

Wasnab.-,
i \'

f Batas peldksanaanxwa51at, adalqh wa31at dapat dibayar-

' dlbayarkqn kepada qukan ah11 warls dan besarnya kurang

dari 1/3 harta penlhggalan 31pewarms, setelah dibayar-

kan semua hutang-hutnng serta beaya penguburhn ‘.
geperti halnya padw hlbah, wasmatpun tldak memerlukan
persetujuan ahli Waris= gpablla wasiat diberikan ke
7pada orang yang berhgk menerlma warissn » maka wagiab

itu tidak boleh d;lmksanakan kecvall setelah hendapat

persetujuan dari para ahli waras yang,lalm

¢'s BEAYA penguburan dap Ltang-piutang pewarisF

Biayq yang, harus dlkeluarkqn sebelum dlbayarkan
hgtang-hutang adalah Piaya pengurusan jenasgah, #arl saat Ao
‘menlnggal dunia sampai kepemqkamanr Juga beaya genyobatqu

sebelum pewaris menlqggal dunia harus dibayarkaq lebih da-
hulu’s Kemudlan dibayar hutang hutang pewaris yaqg pada pokokn:
nya terdiri dari hutang kepada Allah ( bagl mereka yang
‘beragamé Islnm ) dan Putang kepada sesama manusﬂw

setelah itu baru dlbawarkan hibah atau hibah wasiatr
Bagaimana kalau harta!penlnggalan peWarls kurang‘untuk
_membayar hutang-hutangnyao Menurut Hukum adat dl'Jawa-
Tengah, ‘tidak ada keh@rusan untuk para ahli waris untuk

melunas;nyaf Hutung-hutang pewaris dibayar sesuap dengan



e PERKEMBANGAN HURUM nmn"r,o mw;
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l. peranan pancasila sebagal gumber dari s egala

qumber Hukum%_?

sejak tangpal 18 pgustus 1945 Undangfundang

l
|
i
|
|

pasar ( wyn ) 1945 disahkn mengadi.undangdupdang Da

sar Negam Republik tndonesia, makka sejak thnggal

dan tahun itu jugé pancasila yang terdapat ﬁmam pem

bukaan yyp-1945 mndapqtkan legalitas hukumnﬁa dalam

tata hulum tndone§1w

yal ini adalah aklbat dari kerja keras Panifialpersiw

* pan Komerdekann Indonesia ( PPKI) yag mengadakun giw~

- dangnya pada tanggal 18 pgustus 1945 dan te}ah mengan

bil keputusen yang antara lain.

a, menetapkan danemensahkan pembukagn Undané-undang

b.

C“o

pasar 194 (aUﬁD“1945): yang bahan—bahanﬁyawham-
pir seluruhnya'diambil dari rancangan peﬁbukaan
yndang-yndang Dassr yag disusun oleh Panitiaipe-
rUmu s pada tanggal 22 guni 1945. f,-
menetapkan dan| mensahkan yndang-gndang DQSar 1945

Yang bnhﬁn~bahannya hamplr seluruhnya dlahbll dari

?

rancangan yndahg-yndand pasar yang dlsusup oleh pa

nitia perancané yndang-yndong pagar, pada&anggal
16 guli 1945, ‘

dan seterusnyai

pengan demikian 1elnslah gejak tqnggal 18 Agusths 1945

Negara gepublik Tndon981a menJadl Negara gukum yng Konsti

tusionsl, ‘i
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'Undang—undang pasar adalsh #andasan yuridis perjhnan dnn pe=

ngelolaan negara ‘s yndang=yrdang pasar 1945 didahululuoleh ka
ta pembukaan., Kedudukan pembukaan adalah wujud'utama'yang nan
tinya dijabarkan dalam batang tubuh Undangnundang Dasér itu
sendiri, pidalam pembukaan yuyp 1945 terdapat pada alidea ke

1V yaltu pancasile), maka pancasila disini mmpunyai kequdukan
yang sangatb penting menjadi‘pedoman serta dagar dalam,perun—
dang-undangan’s Ini berarti bYehwa semua produk hukum abau se-
mia produk lembaga negara djbldang hukum dn perundanguundangan
harus gesui serta berpedoman kepada pancasila Tidak dhmungu

kinkan adanya perundang—undjnpan mapun ketenbuan—ketenkuan ha-
a- atau bertentangan denganipancam

Joum lainnya'yang tidak seji
gillal : |
rancagila sebagal gumber pgultum iﬁi secdra yuridis jugaéterdapat
dam bebergpa ketetapan MpR, {anteralain . Tap No. XX/MPRS/1966

Jo map MPR NO'V/MPR/L973-J8 [Pap NOWIX /MPR/1973p yang intmyw
adalah bhwa pancasila adalah tertid hukum, pandngan hi@up bang-

‘$a,kesadaran dan citancita hukum serta ‘cita~cita moral yang di-

liputl suwasana keglwaan sertis watak bangsa yndonesial %
pemikian juga halnys terhadap hukum adst dalam ‘hal ini hukum
waris adat, gehsrusnyalah hukum waris adat yang masih perlnku
sebagai hukum positif di Ind%nesia, tidak boleh ada ketentuan
ketentuan adat yang tidak se%uai bahkan berﬁentangan,déngan
pancagilal, gukum waris adat &ang masih'memuét ketentuanetentuan
diskriminasi antara anak lak%ulaki dengan anak pefempuab, ti- -
dak sesual dengan Panca51la,;terutama sistem kewarisan pada
masyarekat adat dengan 51step patrillneall ; | -; ﬂ
| . oo

|
|
i



Misalnya, gild Kemanusiasn Vang Adil dan persdab, dengan sila

ini manusia diakui dan diperlzkukan sesuail éengn hark
kat dan martabatn?a sebagal mshluk muhan ya&g Maha gEsa.
Yeng ssma derajathya, yag sémahak dan kewajibanwasaaj
nya,tanpa mcmbedaubedakan suku, keturunan ,uagama,dan
kepercayaan , Jenis kelamin , kedudukan sosial, warna
kulitdan sebegainysals ;
Kemanusiagn yang adil dan beradsab berart1 ménjungjunr
tinggi nilqi-nllé kemanusiaan , pgemar melakuka kegiaw
tan-kegiatan kemapusiaan dan beranl membelawkubenarau
dan keadilpn.gadar bqhwa manusia adalah sederaaat, malo
bangsa Indone51a merasa dirinya sebagal bagman dari
seluruh umat m anu31a » karena itu dlkmbangkqnlqh sikpn
hormat menghormat;sesama manusia didunia inij,

giln geadilan gosial bagl gelurvh Rakyat yndonesia,

. | , ‘
Maksudnya adalah bshwa manusia tndonesia menya=-

dari hk dan kewajgibannya yng sama ("tanpa:lme:mbedakan
jenis kelamin ) untuk menciptakan keadilen éosiﬁ dam=
lam kehidupan masyarakat Indonesia’,

dim rangka ini dlkembangkanlah perbuahn yag | luhur yang
macerminkan 31kap dan suasana kekeluargaan dan kego=
tong royongan, Uﬁtuk itu dikembangkanlah siﬁap adil
terhadap seseama ﬁanusia ( tanpa membedaksn jenis ke-
lamin) menjaga késeimbangan antarg hak dan%kewajiban
serta menghormati hk~hak orang laink

pari kedua gila dari pancagila tersebut meal akan je=
lasleh kiranye béhwa hulkum adat khususnya_hﬁkum waris:
adat yang btidak éesuai dengan silénsila ter%ebﬁt, hen=-

dinya segera diakhiri berlakunyah

1
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| PERANAN Undng-yndang paser 1945, perundang~yndengan Lainya,

dan Mahkamh pgungls ‘;

geperti telsh disingpung distas, yyp-1945
teleh disahkan oleh |panitia persiapan Kemepdekéan 1ndo=-

- nesia ( PpKT) pada fanggal 18 Agustus 1945, malk mulai

saat itu pulsa UUD-1945 menjadi wukum pasar berﬁulis di

Negara republik IndOnesia% karena yup=1945 merupakan guk-
pasar tertingzl di negara yndonesia, mhkarsemua peratu-

. \ Lo -
ran=-peraturan serta‘perundang-undangan 1ainnya~termasuk

hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-

‘ketentun yang tordpat dalam yup=-1945.

Jlkﬂ kita perhdtlkaq UUn=1945, undang-undang dasar ini

tidak mengenal adan&a diskriminasi antara sesama warga
negara dan tidak:pu;a membedsken jenis kelamin antara so-
sama warga negan*

Mlsalnva apa yang t rmuat dalam pasal 27 ayat (1) dari

UyUD=194% yang berbuiyig‘segala warga negara-bersamaan
) S ‘ :
kedudukannya didala@ hukum dan pemerintshan dan wajib
, , _
menjungjung hukum dan pemerintehan itu dengan tidak ada

kecualinysa, -t

Juga dalam pasal 27zayat (2) dlkatakan- Tlap-tlap warga
negara berhak atas. ﬁekergaan da- penghldupan yang layak

F

bgl kemanusiaans

pari kata=kata v gegalawarga negara ( paal 27 ayat(l) )
dan kapa<kata . Tia&-tiap warga negara un_ (. pasal 27 (ayat
23 ), jelaslah klra?ya meun jukken tidak ada perbedaan
apkah itu warga neg%ra laki-laki atau’ perempuan“

Jadi dapat diinterpﬁesta31kan pasal ini jelas menunjukkan

adanya persamaan ha% dan kewajiban antara lakiwlakl ‘dan
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pererdpuanF termasuk dolam pal mewaris( ahli waris ) pewaris,
ank angkat, danlain-laini, ! .
selanjutnya dalam UndangdUPdang perkawinan jo.l Tahun 1974 ten-
tang perkawinan, dltontukan prinsip-prinsip atem asas—asas me
ngenai perkawinan yang telh pula dlsesualkan dengan perkemba-
nganidan tuntutan zamanu.seperti diketshui Undang-Undang rer-
kawiqan sangat erat kaltannya dengn pukum waris » sebab hukum
wari% mengatur tentang haek-hak dn kewajiban:kewajiban seseoran;;
dalaﬁ bidang kekayaan harta bénda kepada ahii wrlasnya, sedang
.siapéwsiapa ahli waris itu ditentulkan olh h&kum keluarga,.
Dalam yndang-undang perkawinan tersebut antéra lain memuat ke~
tent@ag’ketentuan . I ; |
- Hak;da kewajiban suami;istri;

:
- garta benda dalam perkaw1nan'

- chudukan anaks ;
1

. : : . |
arﬁ ketentuan- retentuan dlatas pqdaprlnsipnya antara suami-

15Lr1 tidak dibedakan hakldqn kewaglbﬂnya,\balk terhqdap ke-

duduknnnya gsebagh suamlulstrl, Terhudqp hﬁnta perkaw1nan vang

dLhesilkan gselama perknw1nqn,dem1k1an pula terhadap anak-anak

yang 1ahir dari perkaw1nan tersebuti _

Jugq terlihat secara Jelas apa yang dlmuat dslﬂm pasul 31 ( ayatl)

Undangﬁundanp perkawznan tﬁrsebut yang mengatakan bahwa n gak

dn- kedudukan suami-igtri adnlah seimbang dengan hak dan kewagi—

bangsuaml dalm kehidupan ?umah tangga dan pergaulan hidup ber=-
uuma dalm magysrakat n, D&sini dipergunakan kata.n‘seimbangﬂ

yqng gsecara implisit menghndung arti persamaan.

nemiklan pula dalam Bab-BFb selanJutnyq qepertl yang memuat tent.:

kedddukan anak, hak-hak dhn kewajiban orang tua terhadap ‘anak

+1qu A% frmnd katantyan<ketentuan vane membedakan laki-laki dr



263K/SIP/1959 berbmnyl-
n Menurut Hu%um pdat di Jwa-Tengah, seorang jandea

i ' [ 00 iy

dan perempuan, sehingga dapat dikatakan

?perkawinan NOWl Tghun
i o

Namun demikian kedudu

Edapat dalm hukum adat

P

'semaan hek den kewajipan antara lakid 1

an perempuan dan

1974 tersebut, men

t
'

;hukum adat, tetap masih merupakan kendﬁla

ftukan hukum warls nasionalr yang ber31fat universal

berlaku untuk semua rl

gelanjutnya, Mahkamah‘

14 pahun 1985 gebagai

ryat yndonesial
;

kan perbedaannperbedagn hukum yang ade
. |

kum di tndoneglia liwyd
ﬁisalnya terlihat dal
%ntara lain yang befbt

Keputusan MehXamah Agl

am Keputusan~koput

Agung gesual dehgén:

rengadilan yegara.
berperanan penting se¥a11 dalam mengarahkf

b keputusan~keputu

1nv1 sebagal bcrlk

bﬁhWa gndang-pndang
|
ganut prinsip per-~

aki dan perempuank
1ami-1aki yang tepre
diperbagai—bagai.daérah persgekutuan

dalam ugaha pembc

serta

jundahgﬁUndang NO

serta menghapu o

dalém kehidupan hu-
gaq kasasinyals

ﬁsﬁn mahkamah pgung
It

E

ng tertanggal 1 Nbpembhr‘1961 REZ N o
179K/ g1p/1961 berbunym: |

W) L Anak perempuan dan anak 1e1ak1‘dari seorang pe-

" ninggal waflsan bersamsa berhak‘atas harta warison o

1 .

dalam art1£ bahwa bagisn anak lelaki adalah soma

dengan anak perempuant,

geputusen makkamah pgun

tara semua

leh bagiah

T

anak , asal saga

yang pantashw'

K
i

l
‘
;i
!‘i
|

tertqnggal g september 1959 REEZe N0

|
3 i
!

berhsk untuk membagi-baglkan harta keluarga an=-

setlap anak mempero=-

i
A

Tertinggl di gndone:i s
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'Kefutusan Mahkamah Agung tertanggal 17 Januari 1959 RO&Z O
320K/SIP/1958 berbunyi, -_1: i::
i : " Menurut Hukum Add% Batak pada perja;anag&;aman
1 | pada Waktu_Sekarang,‘ ' o
i | o si-istri dapat mewarisi harta.pehcaharian da
h : ri sang sdamivyang menlnggal dunim
E ITe Anak yang belum dewasa dipeliwhra dan berada
f ' dalam penyampuan ibu' *
P TTT Karena anak ada dibawah pcngampuan ibvu,make
R? ? harta kekgyaan anak dlkuasai dan diurus oleh

l'tm "{ R ' :
iy

4
Pgtusan Mahkumah AZung teitanggal 9 Aprll 1960; eg.no. 120K

/ SIP/1960 yang berbunyi

" .
-

1

" garta pencaharian harus dibagilsam wrata antara

su am:i.-:l. S‘bri n',

“.___‘A_";_ g '-._‘._,‘_1.;_. R

_ Putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Nopember 1956$ﬁeﬁﬁN0ﬂ51K/
STP/1956 ber'tmnyi. o I

1 Menurut hukmm adat semua harta‘yan% diperoleh

|
E selama berlengsuﬁgnya perkawinag: érmasuk dalam

| % gono—g1n1¢ neskiﬁunghungkin ha?%likegiatan suami |
i Dglam hukum adat tidak ada suatuqblfaturan behwa
E bila_seorang ierl dengan d1&m-dia$ larl dari sua
i minya, maka istri itu tidak berhak lagi atas gono

; gind dengan suaminya n* ‘ﬁ; E

P RN _ i
Demikian beberapa contoh-contoh keputusan Mahkami,'ggung yang mem
beri h k sama antara lakiflakl dan perempuan%,ﬁ-f_%;:' o
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